
SALINAN 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR 13 TAHUN 2008 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2008 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang 	a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang 
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar 
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan 
sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan 
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka 
perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 ; 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 9) ; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569) ; 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagai mana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4048) ; 
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Nomor 3839); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287) ; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan terakhir Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 48448) ; 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

13 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4138); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4576) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4577) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585) ; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593) ; 
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614) ; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4737), 

27. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang 
Tunjangan Tenaga Kependidikan ; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ; 

30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo 
Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyertaan. Modal Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Pada Pihak ke Tiga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Ponorogo Tahun 1996 
Nomor 19/C) ; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2001 
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Ponorogo ( Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 
2001 Nomor I /C) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 
2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2002 
Nomor 10/C) ; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati 
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 
2005 Nomor 5/C) ; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 
2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 - 2010 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 
7/C) ; 
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36. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 
2/C) ; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 
2006 Nomor 3/C) ; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2008 Nomor 1); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Pertanggungj awaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 
8); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

Dan 

BUPATI PONOROGO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008. 

Pasal 1 

Anggaran dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2008 semula berjumlah 
Rp 703.508.783.547,94 bertambah sejumlah Rp 24.993.844.659,00 sehingga 
menjadi Rp 728.502.628.206,94 dengan rincian sebagai berikut : 
1. Pendapatan 

a. Semula 	 Rp 703.508.783.547,94 
b. Bertambah 	 Rp 24.993.844.659,00  
Jumlah Pendapatan setelah 	 Rp 728.502.628.206,94 
perubahan 

2. Belanja 

a. Semula 	 Rp 805.106.903.747,94 
b. Bertambah 	 Rp 39.336.577.601,73  
Jumlah belanja setelah perubahan 	 Rp 844.443.481.349,40 
Devisit Setelah Perubahan 	 Rp 115.666.383.142,46 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1) Semula 	 Rp 105.214.370.200,00 
2) Bertambah 	 Rp 11.133.262.942,46  
Jumlah penerimaan Setelah Perubahan Rp 116.347.633.142,46 
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b. Pengeluaran 

1) Semula 	 Rp 3.616.250.000,00 
2) (Berkurang) 	 Rp (2.935.000.000,00)  
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp 	681.250.000,00  
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan 	Rp 115.666.383.142,46 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 	 Rp. 	 0,00 
setelah Perubahan 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Pendapatan Ash Daerah 

1) Semula Rp. 33.389.111.355,00 
2) Bertambah Rp. 5.743.128.915,00 

b. 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 
setelah Perubahan 

Dana Perimbangan 

Rp. 39.132.240.270,00 

1) Semula Rp. 640.047.953.592,94 
2) Bertambah Rp. 2.540.000.000,00 

c. 

Jumlah dana perimbangan 
setelah perubahan 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Rp. 642.587.953.593,21 

1) Semula Rp. 30.071.718.600,00 
2) Bertambah Rp. 16.985.185.744,00 
Jumlah lain-lain pendapatan daerah 
yang sah setelah perubahan 

Rp. 47.056.904.344,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan 

a. Pajak Daerah 

1) Semula 	 Rp. 	7.161.288.750,00 
2) Bertambah 	 Rp. 	892.911.250,00  
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 	 Rp. 	8.054.200.000,00 
setelah perubahan 

b. Retribusi Daerah 

1) Semula 	 Rp. 22.278.959.605,00 
2) Bertambah 	 Rp. 	1.747.215.665,00  
Jumlah Retribusi Daerah 	 Rp. 24.026.175.270,00 
setelah perubahan 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
1) Semula 	 Rp. 	395.613.000,00 
2) Bertambah 	 Rp. 	336.502.000,00  
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan 	Rp. 	732.115.000,00 
Daerah yang dipisahkan setelah 
perubahan 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
1) Semula 	 Rp. 	3.553.250.000,00 
2) Bertambah 	 Rp. 	2.766.500.000,00  
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli 	Rp. 	6.319.750.000,00 
Daerah yang sah setelah perubahan 



Rp. 	 0,00 
Rp. 14.250.000.000,00  

Rp. 14.250.000.000,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

 

0,00 

0,00 
0,00 

 

Rp. 24.738.000.000,00 

Rp. 2.616.685.744,00 

Rp. 27.354.685.744,00 

5.318.718.600,00 

0,00  

5.318.718.600,00 

Pemerintah Daerah lainnya : 

15.000.000,00 

118.500.000,00 

133.500.000,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pendapatan 

a. Dana Bagi Hasil 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Dana bagi Hasil 
setelah perubahan 

b. Dana Alokasi Umum 

1) Semula 

2) Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Dana Alokasi Umum 
setelah perubahan 

c. Dana Alokasi Khusus 

1) Semula 

2) Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Dana Alokasi Khusus 
setelah perubahan 

(4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Hibah 

1) Semula 

2) Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Pendapatan Hibah 
setelah perubahan 

b. Dana Darurat 

1) Semula 

2) Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Dana Darurat 
setelah perubahan 

c. Dana Bagi Hasil Pajak 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Bagi Hasil Pajak 
setelah perubahan 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
1) Semula 

2) Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Penyesuaian dan Otonomi 
Khusus setelah perubahan 

e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari 
1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Bantuan Keuangan dari 
Provinsi atau dari Pemerintah Daerah 
lainnya setelah perubahan 

Rp. 38.560.956.592,94 
Rp. 	2.540.000.000,27 

Rp. 41.100.956.593,21 

Rp. 538.559.997.000,00 
Rp. 	 0,00 
Rp. 538.559.997.000,00 

Rp. 62.927.000.000,00 
Rp. 	 0,00  
Rp. 62.927.000.000,00 
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Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja-belanja Tidak langsung 

1) Semula 	 Rp. 487.922.977.908,64 
2) Bertambah 	 Rp. 16.888.121.602,54  
Jumlah Belanja-belanja Tidak 	 Rp. 504.811.099.511,18 
Langsung setelah perubahan 

b. Belanja-belanja Langsung 

1) Semula 	 Rp. 317.183.925.839,30 
2) Bertambah 	 Rp. 22.448.455.999,19  
Jumlah Belanja-belanja Langsung 	Rp. 339.632.381.838,49 
setelah perubahan 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis Belanja : 

a. Belanja Pegawai 

1) Semula Rp. 410.211.948.477,14 
2) Bertambah Rp. 4.189.089.299,54 

b. 

Jumlah Belanja Pegawai 
setelah perubahan 

Belanja Bunga 

Rp. 414.401.037.776,68 

1) Semula Rp. 377.000.000,00 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 

c. 

Jumlah Belanja Bunga 
setelah perubahan 

Belanja Subsidi 

Rp. 377.000.000,00 

1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 

d. 

Jumlah Belanja Subsidi 
setelah perubahan 

Belanja Hibah 

Rp. 0,00 

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00 
2) (Berkurang) Rp. (3.000.000.000,00) 

e. 

Jumlah Belanja Hibah 

setelah perubahan 

Belanja Bantuan Sosial 

Rp. 0,00 

1) Semula Rp. 17.364.100.000,00 
2) Bertambah Rp. 5.893.540.000,00 

f. 

Jumlah Belanja bantuan sosial 
setelah perubahan 

Belanja Bagi Hasil 

Rp. 23.257.640.000,00 

1) Semula Rp. 1.522.682.107,00 
2) Bertambah Rp. 170.492.303,00 
Jumlah Belanja bagi hasil 
setelah perubahan 

Rp. 1.693.174.410,00 
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(3) 

g. Belanja Bantuan Keuangan 

1) Semula 	 Rp. 51.447.247.324,50 
2) Bertambah 	 Rp. 	7.515.000.000,00  
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan 	Rp. 58.962.247.324,50 
setelah perubahan 

h. Belanja Tidak Terduga 

1) Semula 	 Rp. 	4.000.000.000,00 
2) Bertambah 	 Rp. 	2.120.000.000,00  
Jumlah Belanja Tidak Terduga 	 Rp. 	6.120.000.000,00 
setelah perubahan 

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai 

1) Semula Rp. 40.855.844.980,00 
2) Bertambah Rp. 2.069.308.050,00 

b. 

Jumlah Belanja Pegawai 
setelah perubahan 

Belanja-belanja Barang dan Jasa 

Rp. 42.925.153.030,00 

1) Semula Rp. 100.809.756.758,30 
2) Bertambah Rp. 6.709.489.229,96 

c. 

Jumlah Belanja-belanja Barang 
dan Jasa setelah perubahan 

Belanja Modal 

Rp. 107.519.245.988,26 

1) Semula Rp. 175.518.324.101,00 
2) Bertambah Rp. 13.669.658.719,23 
Jumlah Belanja Modal 
setelah perubahan 

Rp. 189.187.892.820,23 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 116.347.633.142,46 
1) Semula 	 Rp. 
2) Bertambah 	 Rp. 
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 681.250.000,00 
1) Semula 	 Rp. 
2) (Berkurang) 	 Rp. 
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 

(2) Penerimaan sebagaimana 
pembiayaan : 

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 95.04 2.633.142,46 
1) Semula 	 Rp. 80.214 .370.200,00 
2) Bertambah 	 Rp. 14.828 .262.942,46 

Rp. 95.042. 633.142,46 

105.214.370.200,00 

11.133.262.942,46 

116.347.633.142,00 

3.616.250.000,00 

(2.935.000.000,00)  

681.250.000,00 

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

Jumlah SILPA Tahun Anggaran 
sebelumnya setelah perubahan 
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b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 

1) Semula 

2) Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Pencairan Dana Cadangan 
setelah perubahan 

c. Penerimaan Penjualan Kekayaan Daerah yang 
Rp. 0,00 

1) Semula 

2) Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Penerimaan Penjualan 
Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
setelah perubahan 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah 

1) Semula 

2) (Berkurang) 

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah 
setelah perubahan 

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

0,00 

0,00 

0,00 

Rp. 21.105.000.000,00 

25.000.000.000,00 

(3.895.000.000,00) 

21.105.000.000,00 

1) Semula 

2) Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Penerimaan Kembali 
Pemberian Pinjaman setelah perubahan 

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 200.000.000,00 

1) Semula 	 Rp. 
2) Bertambah 	 Rp. 
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah 	Rp. 
setelah perubahan 

(3) 
pembiayaan : 
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 

1) Semula 	 Rp. 	3.000.000.000,00 
2) (Berkurang) 	 Rp. 	(3.000.000.000,00)  
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan 	Rp. 	 0,00 
setelah perubahan 

b. Penyertaan 	Modal 	(investasi) 	Pemerintah 	Daerah 	sejumlah 
Rp. 265.000.000,00 

1) Semula 	 Rp. 	200.000.000,00 
2) Bertambah 
	

Rp. 	65.000.000,00 
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) 

	
Rp. 	265.000.000,00 

Pemerintah Daerah setelah perubahan 

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 416.250.000,00 

1) Semula 	 Rp. 	416.250.000,00 
2) Bertambah/ (Berkurang) 

	
Rp• 	 0,00  

	

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Rp. 	416.250.000,00 
yang jatuh tempo setelah perubahan 

dipisahkan sejumlah 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

0,00 

0,00 

0,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

200.000.000,00 

200.000.000,00 
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d. Pembayaran Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 
1) Semula 	 Rp. 	 0,00 
2) Bertambah/ (Berkurang) 	 Rp. 	 0,00 
Jumlah Pembayaran Pinjaman Daerah 	Rp. 	 0,00 
setelah perubahan 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri 
dari : 

Lampiran I 	Ringkasan Perubahan APBD. 
Lampiran II 	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

daerah dan Organisasi SKPD. 
Lampiran III 	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan. 

Lampiran IV 	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut 	Urusan 
Pemerintahan Daerah , Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan. 

Lampiran V 	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. 

Lampiran VI 	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan. 

Lampiran VII 	Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang 
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun 
Anggaran ini. 

Lampiran IX 	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal 6 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Ponorogo 
pada tanggal 29 Oktober 2008 

BUPATI PONOROGO 

TTD . 

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si. 



CATUR H 
7 199303 1 008 
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 
Tanggal 29 Oktober 2008 Nomor 13. 

An. BUPATI PONOROGO 
SEKRETARIS DAERAH 

TTD. 

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda 

NIP. 510 046985 

0 5 OCT 2020 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 
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